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ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TERHADAP
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
KOTA MEDAN

Ahmad Mahdi
ABSTRAK

Ketergantungan penerimaan dalam negeri dari sektor migas dalam jangka
panjang mempunyai dampak yang kurang baik. Minyak bumi sebagai sumber
daya alam yang tidak dapat diperbaharui dalam jangka panjang akan terus
berkurang dan mungkin pada suatu saat akan habis. Oleh karenanya pemerintah
telah menentukan kebijaksanaan yang menitikberatkan penerimaan dalam negeri
di luar sektor migas, terutama dari sektor perpajakan. Sesungguhnya sumbangan
pendapatan negara, termasuk pendapatan daerah dari sektor perpajakan sangat
strategis dan cukup menjanjikan, asalkan pengelolaannya dilakukan secara
professional, jujur dan transpransi. Pasalnya, sektor perpajakan di Indonesia,
terutama di kota-kota besar, seperti Kota Medan adalah sangat besar bantuannya
dalam penerimaan pendapatan negara atau pendapatan daerah. Bahkan terjadi
peningkatan secara terus-menerus dari tahun ke tahun. Sekalipun peluang
mendapatkan pemasukan daerah sangat besar potensinya dari sektor perpajakan,
tetap saja tidak banyak membawa arti apa-apa kalau tidak dikelola, dimene;j
dengan baik sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam
penelitian ini melahirkan beberapa permasalahan yang sangat perlu diteliti sebagai
berikut: bagaimana kontribusi PBB terhadap APBD Kota Medan, bagaimana
efektivitas Undang-undang perpajakan dalam meningkatkan kesadarakan
masyarakat Kota Medan dalam pembayaran PBB, dan apa hambatan-hambatan
yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Kota Medan dalam pemungutan PBB pada
masyarakat.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskripsi dengan analisis datanya
bersifat deskriptif analitis. Deskripsi maksudnya, penetian ini pada umumnya
bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang
analisis kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap anggaran pendapatan
belanja daerah. Sedangkan deskriptif artinya dalam penelitian ini analisis data
tidak keluar dari lingkup sample, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep
yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data
atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat
data lainnya, serta analitis, artinya dalam penelitian ini analisis data mengarah
menuju ke populasi, bersifat infrensial, berdasarkan data dari sample
digeneralisasi menuju ke populasi data. Metode pendekatan yang digunakan
dalam penelitian ini terutama adalah pendekatan yuridis sosiologis (sosio legal
approach) atau pendekatan hukum sosiologis/empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan
bahwa kontribusi PBB terhadap APBD Kota Medan sangat besar dan mengalami
peningkatan yang cukup signifikan pada setiap tahunnya, terutama dalam 4
(empat) tahun terakhir ini, terhitung mulai tahun 2003 sampai tahun 2005. Fakta
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membuktikan terjadi peningkatan pendapatan daerah dalam bidang PBB yang
cukup menggembirakan, yakni terjadi peningkatan yang cukup signifikan antara
SPPT dan Ketetapan dari tahun ke tahun. Tahun 2003 jumlah SPPTnya adalah
348.741, sedangkan jumlah SPPT pada tahun 2004 adalah 360.053. Berarti telah
terjadi peningkatan jumlah SPPT antara tahun 2003 dengan 2004 sebanyak
11.312. Sedangkan jumlah SPPT antara 2004 dengan 2005 terjadi peningkatan
SPPT sebanyak 9.872.Kemudian terjadi lagi peningkatan SPPT antara tahun
20005 dengan 2006 sebanyak 4.389. Jika terjadi peningkatan SPPT secara
otomatis juga akan terjadi peningkatan jumlah ketetapan untuk setiap tahunnya.
Dalam data ini terdapat peningkatan jumlah ketetapan antara tahun 2003 dengan
2004 sebanyak 39.486.304.144. Kemudian bertambah lagi jumlah ketetapan
antara tahun 2004 dengan 2005 sebanyak 6.063.719.903 dan jumlah ketetapan
SPPT antara tahun 2005 dengan 2006 sebanyak 21.307.487.945. Tingginya
kontribusi PBB terhadap APBD Kota Medan lebih dipengaruhi oleh empat faktor
berikut, yakni adanya pemutihan data, adanya peningkatan kelas objek pajak,
peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak dan peningkatan SDM aparat
perpajakan. Penerapan Undang-undang Perpajakan di Kota Medan belum berlaku
secara efektif sebagaimana yang diharapkan. Terbukti banyaknya undang-undang
perpajakan yang telah diperbaharui mulai dari Undang-undang No 6 tahun 1983
sampai sekarang. Tidak efektifnya Undang-undang Perpajakan di tengah-tengah
masyarakat disebabkan oleh pembentukan materi hukumnya (rechtsvorming)
tidak digali dari pandangan hidup masyarakat (valuasistem), sehingga tidak sesuai
dengan cita-cita hukum (rechtidea) dan perasaan hukum (rechtsgevool)
masyarakat. Dalam penerimaan APBD Kota Medan, ternyata dalam pengelolaan
perpajakan masih ditemukan berbagai kendala dan rintangan yang perlu diatasi,
antara lain: rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perpajakan, rendahnya
pemahaman aparat perpajakan terhadap Undang-undang Perpajakan, belum
adanya data yang akurat tentang objek pajak yang ada di wilayah Kota Medan,
objek pajak terlalu besar, wajib pajak yang tidak berada di tempat, tidak ada
sanksi yang tegas yang ditawarkan oleh Undang-undang Perpajakan, dan
rendahnya nilai denda bagi masyarakat wajib pajak yang lalai dalam membayar
PBBnya.
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ANALISIS LAND AND BUILDING TAX CONTRIBUTION TO LOCAL
BUDGET OF MEDAN CITY

Ahmad Mahdi

ABSTRACT

Dependency domestic earning from oil and gas sector in a long term has a
negative impact. Fosil fuel as unrenewable sources in a long term is decrease and
in a certain time will be lost. Therefore, government take a policy that focused to
domestic earning from out oil and fuel sector such as in taxes sector is very
contribution of state earning include the local earning from taxes sector is very
strategy and profitable if this sector managed professionally, fair and transparent.
In fact, the taxes sector in Indonesia, specially the big cities such as Medan city
has a big contribution to the state and local earning. Even there is increasing in
each year. Although there is opportunity for local earning from taxes sector, it is
not significant if it did not managed professionally based on the valid regulations.
In this study, there are any issues that must be studied such as : what the
contribution of land and building tax to local budget of Medan city, what the
affectivity of taxes rule in order to aware the people in Medan to pay land and
building tax and that obstacles faced by Earning Office of Medan city in
collecting land and building tax from the society in Medan city.

This study is a descriptive study by analysis the analytic descriptive data.
Descriptive means that this study aims to describe the analysis of land and
building descriptive means that in this study the data analysis is out from the
sample coverage, deductive and based on general theory or concept applied to
describe data or to confirm the corporation or correlation of the data, and analysis
means that in this study the data analysis directed to population, inferential, based
on the sample generalized to data population. The approach method applied in this
study is socio legal approach.

Based on the results of study and discussion, it is indicated that
contribution of land and building tax to local budget of Medan city is very high
and increase significantly in each year specially during the last 4 (four) years since
2003 up to 2005. The fact indicates that there is increasing of local budget in land
and building tax sector significantly, i.e there is a significant increasing between
SPPT and determination from year to year. In 2003, the number of SPPT is
348.741, while in 2004 the number of SPPT is 360.053. it means there is an
increasing of number of SPPT between 2003 to 2004 for 11.312. While the
number of SPPT between 2004 and 2005, there is increasing of SPPT for 9,872
and. While the number of SPPT between 2004 and 2005 and 2006 for 4.389. The
higher of number of SPPT, the higher of determination number for each year. In
this data, there is increasing of determination is between 2003 and 2004 for
39.486.304.144. And the number of determination is increase between 2004 and
2005 for 6.063.719.903 and the SPPT determination between 2005 and 2006 for
21.307.487.945. The higher of land and building tax contribution to local budget
of Medan city influenced by four factors, i.e the renewed data, the addition of tax
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object class, increasing of society awareness and the increasing of human
resources capability in tax office. Implementation of Tax Act in Medan city has
not yet effective as desired. In fact, more of tax act that have be revised such as
Act No. 6 of 1983 and another acts. This condition caused by the determination of
law material (rechtsvorming) has not yet built from the living way of society
(valuaystem), so there is not suitability between the law desires (rechtidea) and
law feeling (rechtsgevool) in the society. In local budget of Medan city, there are
any problems in tax management that must be solved such as : the lower of
society understanding to the tax, the lower of understanding of government
official in tax to the tasx act, there are not accurete data about the tax objects in
Medan city, the big number of tax object, the tax payer is not on the lacation,
there is not a sanction applied by the tax act and the lower of fine to the tax payer
who neglect in payment their land and building tax.
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Negara dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai kewajiban
untuk menjaga kepentingan rakyatnya, batk dalam bidang kesejahteraan,
keamanan, pertahanan maupun dalam bidang pendidikan. Konsep ini tentunya
sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang
Dasar 1945 pada alinea IV yang berbunyi : "Negara melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta untuk memajukan
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial”.

Secara kontektual petikan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 di
atas mengandung makna bahwa satu sisi Negara dalam hal i Pemerintah
berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi sehiruh
rakvat Indonesia tanpa terkecuali. Pada sisi lain, rakyat juga memiliki kewajiban
yang harus dipenuhi terhadap Negara sesuai dengan ketentuan undang-undang
yang berlaku, di antaranya rakyak berkewajiban membayar Pajak Bumi dan
Bangunan yang disetor kepada Negara yang akan dipergunakan untuk
kepentingan, kesejahiteraan dan kemakmuran rakyat dalam bentuk pembangunan
di berbagai bidang kehidupan.

Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahiwa segala
pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Penjelasan lebth rinci

lagi dinyatakan dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 bahwa betapa
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caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dart mana didapatnya belanja buat
hidup, harus ditetapkan oleh rakyat Rakyat menentukan nasibnya sendin,
karena itu juga cara hidupnya. Oleh karena penetapan belanja mengenai hak hak
rakvat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan vang
menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lainnya, harus ditetapkan
dengan undang-undang yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Demikianlah pengarahan dari Undang-undang Dasar 1945 mengenai
perpajakan yang harus dijunjung tinggi dan ditaati oleh seluruh rakyat teratama
bagi masyarakat wajib pajak.

Kewajiban membayar pajak PBB tersebut hanya dibebankan kepada
rakyat yang telah memenuhi keriteri yang ditentukan berdasarkan undang-
undang. Jadi tidak seluruh rakyat dibebankan membayar PBBnya, namun hanya
bagi mereka yang tergolong kategori wajib pajak. Oleh karenanya, penunaian
pembavaran pajak adalah sesuatu hal vang sangat logis dan tidak bersifat
pembebanan bagi rakyat, karena yang diwajibkan membayar PBB adalah khusus
bagi rakyat yang mampu sesuai standar ketentuan peraturan yang berlaku.

Dari uraian di atas terlihat bahwa berdasarkan pertimbangan kepentingan
rakyat, negara memeriukan dana guna memenuhi kebutuban dan kepentingan
tersebut. Dana yang akan dikeluarkan nantinya, tentu didapat dari rakyat itu
sendiri, terutama dari sektor perpajakan.

Perlu disadari bahwa peranan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak
semakin mendapat porsi lebih besar dibandingkan penerimaan dalam negeri dari
sektor minyak bumi dan gas alam (migas). Perlu disadari bahwa ketergantungan

penerimaan dalam negeri dart sektor migas dalam jangka panjang mempunyai
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